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ABSTRAK : - Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah serta adanya beberapa ketentuan Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu dilakukan
perubahan untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah.

— Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU 13 Tahun
1950, UU 5 Tahun 1960, UU 9 Tahun 1965, UU 17 Tahun 2003, UU 1 Tahun 2004, UU
15 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2004, UU 33 Tahun 2004, PP 46 Tahun 1971, PP 48
Tahun 1986, PP 21 Tahun 1988, PP 40 Tahun 1994, PP 2 Tahun 2001, PP 58 Tahun
2005, PP 6 Tahun 2005, PP 6 Tahun 2006, PP 71 Tahun 2010, PP 2 Tahun 2012,
Kepres 40 Tahun 1974, Kepres 134 Tahun 1974, Permendagri 17 Tahun 2007, Perda
Kab Pekalongan 6 Tahun 2008.

— Dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Barang milik daerah adalah barang yang
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau
perolehan lainnya yang sah. Perda juga mengatur perubahan atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah yaitu pada Pasal 1, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 27, Pasal 32,
Pasal 47, Pasal 64, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 80, Pasal 81.

CATATAN:

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 23 Februari 2015.
— Penjelasan Peraturan Daerah ini 3 Halaman.



